
GI,IBERIIUR LAMPUNG

PERATT'RAN GI,BERI{TIR LAMPUN G

NOMOR t/ TAHUN 2o2o
I

TENT^NG

PEMBENTUXAT{ GUGus rucAo PDNgE-glYtI nAN PENANGANAN TINDAN

rIDANA prRDAcArcAI'r-oirift:i:rian nonc4ry1 etrir oeinan PENcEGAI{AN

DAN pENANcANAN rrrpeiiiiiera-prnoncsvcar oRANG TAHUN 2o2o'2o24

DENGAN N.AHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA'

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terciptanya perlindungan

not. i,otIll"-n";;;;n unit ttit'ua"p perdig""g'o orang di

Provinsi " 
- 

L'*pt"'g dan dalam rangka mendorong'

mengefektifk?"i".iz rrr"r,goptirnalkan rpay" p.t""gahan dan

,".,ur*ut.t'iit;;il;td;;; ierdaeanean 
- 

oiat'g tt"ut^ terpadu

dan terkoordinasi' maka perlu meitt"-plcan Peraturan lubernur
l,alrr1.,r,,i-tti'ffi it*ut"t"L'" Gu*is Tr r gas Pencegahan dan

r".,".'gu;u;^'d;E"k pia"t" Perdaginga. orang- dan' Rencana

af."i u""r:.r'' 
- p"i""g^f'* dan ienanganan Tindak Pidana

Perclagangan Orang Tahun 2020-2024;

lr4engingat:1.Undang-UndnngNomor14,lahr.lnlg64tentangPenetapanptiur"i"" Pemiintah Pengganti Undarg-Undang Nomor 3

rutu-.., iso+ tentanS Pembentr-rkan Daerah Tingkat I

1,"rni"'g-ot"j'" rurJ"guuuh Undang-Undang Nomor 25

T"iJ; ioso -t"t'ta"g lembentukan Daerah Tingkat' I

suilit'' sclar'an (Icurbaran Ncgara Repr'rhlik.Indonesia

Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang {Lemoaran

N"g*" 
- 
n"p"biik lncionesin 'l'ahun 1964 Nomor 95'

taf;ibai, an Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor

2688);

Undang-Undang Nomor 4 Tahuh 1979 tentang

r".":"ir"*"" Anak (Lernbaran Negara Republik lndonesia

iut,ri" rszS Nomor 32, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Ntrnrr.rr 3143);

Urrdang-Undang Nomor 7 Tahurr 1984 tentang Pengesahan

K;;;ta MJngenai Penghapusan Segala 
-Bentukti.iia.i"".i Terf,adap WaniL (lrmbaran Negara Republik

f"Jo"..r" Tahurr 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 32771;

Undang-Unclang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

niJ ii".ur.ri N.grt" Republik Indonesia Tahun 1997

iffi;J .;i;;t^r,o.,-t.n u..an Ncsara Republik lndonesia

Nomor 3668);

2

.l

4



2

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOA tentang
p."Sudifu" Hak"Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Telrun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran

Negara Republik InConesia Nomor 4026);

6, Undang-Undang }lonlor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Da]am Rumah Tangga (Lembaran

Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaranNegara
Negara Republik Indonesia Nomor 4a 19);
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11.

i10 \

8.1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

I.f".g*t Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

t"tin airt"l beberapa kali terakhir dengan Undang-

ii"au"g Nomo,'9 Tahun 2015 (Lembaran- Negara, Republik

lrrdonelia Tah un 2015 Nornor 58, Tambahan Lembararr

Negara Republ.k Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang

Pembeiantasan finaat Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

ia, f"-U"fr"rl Lem-baran llegara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Pertind-ungan Rnat< ltrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

297, Tanbahirn Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5606);

I-Ilrlang-I Tndang Nomor 1 8 Tahun 2017 tentanq
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2(t17 Nomot 242, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nornor 6141);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pecegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1O Tahun 2Ol2 tentang
Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Piciana Perdagangan
Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 894);

Peraluran Daerah Provinsi Larrrpung Nomor 4 Tahun 2006
tentang Pencegahan Tralficking (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Taht.r"r. 2006 Nornor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 308);

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2006
tenang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan
Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 310);

14.

I

e)
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a)

Menetapkan

15. Peraturan Daere-h Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2O08
tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak (L,embararr

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor , Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Lampung Nomor );

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
20 17 tentang Perlindungaa Anak (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2O17 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah o..','insi Lampung Nomor 468);

1.7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
t€ntarlt Pembentllkan dan .susr.lnan Perangkat Daerah
ProVinsi Lampug (kmbaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 491);

n En Trnrrcra i I\,.

PERATURAN GIJBERNUR TENI'ANG PEMBENTT'I{AN GUGUS
TUG.AS PDNCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAN PIDANA
PERDAGANGAN ORAITG DAN R.EIYCANA AI(SI DAERAH TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O.2O24.

BAB i
KF,TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perahrran Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lamprrng

2. Gubernur adalah Gubemtr Lampung
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Prorrinsi Lampung selanjutnya disebut
Cugus T\rgas Provinsi adalah Lernbaga koordinaril yang
berfugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan
penanganan tindak pidana pcrdagangan orang di tingkat
Provinsi.

4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau
penerimaan seseorang dengan ancaiaan kekerasan,
penggunaan kekerasan, pencu.likan, penyekapzrn, pemalsuan,
peniprian, penyalahgu.naan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik 1'ang dilalsJkan di
dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi
atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindaftan.
atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam ketenh_ran peratuian
perundang-undangan.
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6, Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan orang Provinsi Lampung

selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Provinsi adalah acuan program

dan kegiatan dalann'pencegahan dan Penanganan tindak pidana perdagangan

orang di tinglot Prof insi.

BAB II

GTIGUS TUGAS PROVINSI

D^^^l o
L d.Jcl.l Z

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.

Gugus T\rgas Provinsi berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

Gubernur.

(1)

(2)

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di lbtrkota Provinsi.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Gugus T\rgas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak
pidana perdagangan orang tingkat Provinsi; .1r,'

b. me la L-sarraka,yiadvokasi, sosialisasi, pelaLiLarr danr kerjasarna Lirrgirat Provirrsi,

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi
rehabilitasi, pemutarl gan dan reintegrasi tin gkat Provinsi ;

d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan
tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi; dan

e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan den
penanganan tindak pidana perCagangau orang lingkat provinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasai 5

(1) Susturan Organisasi Gugus Tugas provinsi terdiri dari :

a, Ketua;
b. Kerua Harian; dan
c. Anggota.

(21 Bagan organisasi ougus Tugas provinsi tercantum clalam Lampiran i yang
merrpa-kan bagian yang tidak tcrpisahkan dari pcraturan Gubernur ini.
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(3) Keanggotaail Grigus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksu<l pada ayat ( 1)

*"*putu, wakil-wakil dari urrsur Pemerinteh Provinsi Lampung, penegak

hukum, organisasi masyarakat, lembaga srvadaya maoyarakat' organisqsi

profesi, dan- peneliti/ akademisi yang diangkat secara ex officio olch pcjabat

"t*tt rra atau fungsional pada masing-masing unsur yang tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ilari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 7

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
bertanggungiawab kepada Kelua GT-PPIPPO Prolinsi dan mempunyai tugas :

a. membantu pelaksanaan Ketua khususnya dalam bidang koordinasi,
pematauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan

penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat Provinsi

maupun Kabupaten / Kota;

b. mengalokasikan anSgaran pelaksanaan tugas harian GT-PPTPPO Provinsi;

c. melalc,.rkan pembinaan clan supervisi kepada GT-PPTPPO Provinsi dan GT-

PPTPPO Kabupaten/ Kota;

d. memimpin dan mengoperaeionalkan sekretariat GT-PPTPPO Provinsi; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua GT-PPTPPO Provinsi.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

hurlf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyediakalr bahan
perumuean kcbijakan umum Provinsi, pcn]rusunan rencana dan program ke{'a,
pelatsanaan dan duklngan administrasi, fasilitasi dan koordina.si, acl.vokasi dalam
pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak oidana perdagangan ora.rrg.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 4, bertanggungiawab

kepada Gubernur dan mempunyai ttlg'ts :

a. menlrusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

b. melakukan koorclinasi pelatsanaan tugas aaggota GT-PPTPPO Provinsi dan

GT-PPTPPO Kabupaten / Kota;
c. mengalokasikan anggaran pelaksanaal tugas GT-PPTPPO Provinsi;

d. *"*Lt^, perkembangan pelaksa-.raan r'rgas anggota GT-PP{PPo Provinsi

darr GT-PPTPPO ldabuPatcn/Kota;
e. mengevaluasi pelaksanaan tllgas anggota GT-PmPPO Provinsi dan

GT-PPTPPO Kabupaten/ Kota; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubemur dan Masyarakat

secara tahunan dan lima tahunan.
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(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Hanan Ougus T\'rgao Provinsi dapat

membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan'

(2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Koordinator; dan
b, Anggota.

(3)Koordinatordananggota'subGugusTugasProvtnsisebagalmanadimaksud
pada ayat (2) berasal dari keanggotaan Gugus Tugas Provinsi'

Pasal 9

Pasal 10

Sub Gugus T\rgas Pencegahal dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Oralg

merupakan penanganan ti"al piat"llanS dilaksanakan oieh anggota Gugus

n g"J pi""i"'.i beriasarkan strb Gugus Tugas antara lain :

1. Sub Grtgus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Artak;

2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;

3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Pemulangan dart Reintegrasi;

4. Sub Gugr:.s T\rgas Pengembangan Norma Hukum;

5. Sub Gugus T\.rgas Penegakan Hukum; dan

6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Ke{asama'

Pasal 11

(1) Da1am rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas

Provinsi dibantu oleh unit kerja Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan fuiax Provinsi Lampung'

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas m:mberikan

dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Ttrgas Provinsi'

BAB V
MEKANISME KtrR.-I,{

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Untr:.tri menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah
pemberaatasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus

Tugas Provlnsi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus

T\rgas Kabup aten fKota, dan bersama pihak terkait menJrusun kebijakan,
program dan kegiatan dalam benftlir: Rencana Aksi Daerah Provinsi.

(2) Rencana Aksi Daerah Provinsi sebagsimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu Program

5 (lima) tahunan.



Untuk menjamin efektivitas langkahlangkah pencegahan- dan penang^nan tindak

pidana perhaganBan o.".rt, Grg,r" Tugls Provinsi meiakukan pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan secara penodik.
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(3) Rencana Aksi Dacrah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur rnr'

Pasal 13

Bagian Keciua

Koordinasi

Pasal 14

Pasal I 5

(1) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan
oleh Gugrs Tugas Pro'rinsi dalam hal diperlukan pcnanganan khusus dalam
pencegahan dan penanganan tinCak pidana perdagangan orang.

(2) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (l) diikuti oleh
seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan dapat menglkutsertakar Gugus
T[gas Kabupaten/Kota.

(3) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (i) bertujuan
untuk menyikapi pcrmaealahan khuous yang membutuhkan pemecahan
secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 16

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dilakukan
secara berkala dan se\ rakftr-waktur apabila diperlulral, baik mela-Iui Koordinasi
Provinsi, Koordinasi Sub Gugus T\rgas dan Koordinasi Khusus serta pernantauan
langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

t1) I(cordinasi Gugus Tugas Prorrinsi meliputi Koordinasi Provinsi dan Koordinasi

Khustts.

12\ Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus

'I\:gas Provinsi yang diikuti oleh Gugus Tugas I(abupaten/Kota'

i3i Koordinasi Provinsi sebagainrana dimeksud pada ayat (1) dilaksanakan palhg

sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

(4) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
roemartau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan
pelaksanaan iangkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana

perdagangan orang.



-8-

BAB VI
PEMBIAYAAI{

Paral 17

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan
orang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi La.mpung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 April 2020

GT'BERITUR L'\MPUIYG,

ttd

ARINAL D.'T'NAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVIilSI LAMPUNG,

Ir. FAIIRIZAL DARMINTO. MA
Pembina Utama Madya

NIP. 19641021 199003 1008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUT{ 2O2O NOMOR: 24

Salinan se dengan aslinya
HUKUM,KEPALA B

ttd

ZUI,FIKAR SH.. MH.
Pembinr Utamr Mudr

NIP. l96EU28 199203 I 003
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LAMPIRAN I

SUSUNAU ORGAMSASI GUGUS TUGAS PDNCEGAHAN DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PERDAG.qI]GAN ORANG PROVINSI

vETt ln

KETUA HARIAN

ANGGOTA

GUBERNUR LAMPUNG,

PERT\TIJRAN GUBERNUR LAMPUNG

NOI\4OR : e1 TAHUN 2020
2

ARINAL D.TUNAIDI

Salinan ses
KEPALA

,f a..rgrr, ."ti.,r.

'ff""'"'
ttd

ZTILI'tKAR SH.. MH.
Pembina Ltama Muda

NIP. 19680428 199203 I 00J

SEKRETARIAT



10

LAMPIRAN II PERATU'RAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : Z.I TAHUN 2O2O

TANGGAL | 3-4'2o2o

susI,NANIGANGGoTAANGUGUSTUGASDANPERSoNALIAGUGUSTUGAS
PENoEGAIIANDANPENANGANANTINDAKPIDANAPERDAGANGANoRANG

PROVINSI LAMPI'NG TAHUN 2O2O-2O24

L Pengarah

L Ketua

IIL Ketua Harian

Gubernur Lampung

Wakil Gubernur LamPung

Kepala Dinas Pcmberdayaan Perempual dan
Periindungan Anak Provinsi Lampung

IV. Qggus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak

Penanggungiawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kcpala Bidang Pe ne rangal Agama Islam,
zi<at dan Wakaf Kanwil kemen[erian Agama ! -
Prowinsi Larilpung

2. Kepala Bldang 'Pembinaan SMA Dinas
pendiditan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

3. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian
dan Pemberdayaan Masyaral<at Desa Dinas ,7
Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Lampung

4. Kcpala Bidang Pernberdayaan Usaha Kecil dan t

Menengah Dinas Koperisi Usaha Kecil dan !'
Menengah Provinsi Lampung

5. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

6 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung

7. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi !
Kriatif Dinas Pariwisati dan Ekonomi F'reatif '
Prcvinsi Lampung

6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung

9. Kctua Forum Anak Dacrah Provin si Lampung

10. Ketua Chiidren Crisis Center

Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

Penanggungiawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung j
Anggota : 1. Kepala tsidang Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan Provirsi Lampung

2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi
Lam.pung
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VII Gugus T\:gas Pengembangan Norma Huk^um

Penanggungiawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung

2. Kepala Unit Perlindungan Perempua-n dan
Anak Potda LamPung

3. Asisten Pidana Umum/Asisten Pidana
Khusus Kejal<saan Tinggi LamPun g

4. Kepala Bidang Intelijen, Peninda-kan,
Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasiart Kanwil Kementerian Hulrum
dan HAM Provinsi LamPung

5. KePala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi LamPung

3' Kctua Ikntan Bidan Indonesia Provinsi

LantPung

4. Kepala Unit Pelayanan 'lerpadu Perempuan
foiuan Tindak Kekerasan Provinsi Lampung

Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Rcintcgrasi

Penanggungiawab : Kcpala Dinas Sosial Provinsi Lampung v/

Anggota : 1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Polda LamPung

2. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam'
Zai<at aer. V,rakaf Kanwil Kementerian Agama
Provinsi LamPung

3. Kepala Bidang Lalu Lir'rtas dan Angkutan

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung t
4. Kcpala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

p1"". Tenaga Kirja dan Transrnigrasi
Provinsi Lampung L

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
du.n M.r"ngth Di.r." Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Provitsi LamPung -'
6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Dinas Pembeldal'aan Perempuan dan
Perlindungan Ar-'ak Provinsi Lam.pung

7. Kcpala Bidang Rehabilitaci Sosial Dinas
Sosial Provinsi l.amPung

E. KePala Seksi Perlindungan dan

Pe mberdayaan Balar Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja [ndonesia
Provinsi Lampung

9 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak Provinsi Lampung



6. Y,epda Bidang Perlindungan Masyarakat- Sri""" Poiisi Pamong Praja Provinsi

Lampung

7. Ketua Lembaga Advokasi Anak Lampung

VIII Gugr: s T\rgas Penegakan Hukum

Penanggungjawab : Kepala Kepolisian Daerah Lampung

Anggota : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung

2. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung

3. Kcpala Unit Perlindungan Perempuan dan

Anak Polda LamPung

4, Asisten Pidana Umum/Asisten Pidana

Khusus Kejaksaan Tinggi LamPung

5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Saiua., Polisi Pamong Praja Provinsi

LamPung

dengan aslinya
HtrKtlM,

Z tr({R. ]!I H.
Pembinr LItrma Muda

NIP. 19680428 199203 I mJ

L2

Otonomi

1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan
da; Pembangunan Manusia BAPPEDA

Provinsi LamPr.rng

2.. Kepala Bidang Anggaran Badan Kcuangan
Daerah Provitrsi LamPung

3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
Dinas PemberdaYaan PeremPuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung

4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintah
Dalrah Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Pro'rinsi LamPung

5. Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan
Pembangunan LPPM UNILA

6. Kelua Pusat Studi Gender dan Anak UIN
Paclrn Intan

7, Kctua Lembaga Advokasi Perempuan
DAMAR Provinsi Lampung

GUBERNUR IAIIPUNG,

IX Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

Per,anggungiarvab : Kepala Biro Pemerintahan dan
Daerah Sctda Provinsi LamPung

Anggota
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